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MENTERI PERTNCANAAN PEMI}ANGT 
'NAN 

NASIONAL/
KEPAI"{ BADAN PERENCANAAN PIMBANGU\IN NASIONAL,

N1.ri1nb3i1S

Nlcntingat : 1

bah$a dalarr ran3ka pelrirBkrl.i,r kes€halan reproluksi,
keplndudukari dan pembar.ghr,an, s{.rla kesetaraan gender telnh

disusun prolqrant kcr'lasama sikius kcdelapan ahtara Penrcrintah
Indonesia dan l/tljted Nattirls Potr lalion F d (UNrPA\;

bahwa tlNtPA akan nrenlhantu pencal:,:rian sasaliirl teNebul l[elalui
Pr!8ranr Kcrjasanu RI darr IINI?A unruk Banhran llibah Siklus
}lcdclaparl Talun 20I I-2015 sebaSainra.a teduarg dalam (trl 'r,

Pft1gnl4oe A.tio Ph, (CPAP) tahun 20 I I -201 5;

bahwa berdasrrlnn perunbangan seballairuna diuaksud dalall
hunrf a dan hurui b. perlu xrexrb.rntul:'[inr ftn&lr,rh 

^_aslonal, 
hnl

Koc.rdrnasr \asionai dxn (elompck l(rqa l-eknis Nasionai l\.o8r'enl
Leliasanra Penrcnniah l:donesia dan L'NffA untuk Bantuan llibal:
SiklLrs Kedelapan 'l'rhur 201 I 2015;

bahwa pe.tabal da petawai yans nanranya tercanturu dalanr
Lanrpiran xeprrtus:rrr irri diartgg;a1, nlanrpu dan mcnr(nlrhi
persyaratan urltuk ctL.luk dan llre laksr, r.1kan tugas seba8ai ans8ola
Tinl Pensarah Nasio,r.rl, Tinl Xo(rrdj|asi Nasional dan l.elon,]r)k
Kelja Tekrlis N.sional ProSr'iim lledarrnra Pcnrerinhh Indonesia d-n
UN|FA ultuk llanh.un Hibah Siklus Krdchpan Tahur120l l 20l5:

UndanS-t:ndaru Nomor l0 Iah.t:r 20lO rcntant AnSEalaI

Perdapalan dan Belaria Ne.gar-d T31,i,,' Anssaran 2011 (L€n]bar t

NetaM Republik Irldonesia Talurr 2(10 Nonror 126, Tambahan

l.emllaftrr Negrr''i Rcpublik lndonesiz N(!r|.'1 4167);

b

cl

2. [e plrlrrnn ...



I'lenetapkan

PERTAMA
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MEMTJTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PER'NCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KXPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAII NASIONAL, TIM KOORDINASI

NASIONAL DAN KELOMPOK KERJA TIIOIS NASIONAL PROGRAM

KE&JASAMA PEMERINTAH INDONESTA DAN UNfPA UNTUK BANTUAN

HTBAH SIXI,US KEDELAPAN TAHUN 2011-2015.

Membentuk Tim P€nSarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan

Kelompok Kerja Teknis Nasional Progmnr Kerjaranu Penerintah lndonesia

dan UNIPA untuk Bantuan llibah Siklus Kedelapan Tahun 2011-2015)

selanjutnya disebut Tim PenSzrah Nasional, Tim Koordinasi Nasional dan

Kelonrpok Kerja Teknis Nasional, dengan susunan keangtotlan

sebagainuna tercantunl dalam Lampirafl KepuhlMn ini.

Tim PenSarah Nasional bertu8as:

a. menentukan aiah kebijakan penyelenSSaman Progran pembanSunan

kesehatan reploduksi, kependudukan dan pembangunan, dan

kesetaraan Senderi

b. menrberikan...

2. Keputusan Presiden No lor 42 Tdt.1]'n 2002 tentang Pelaksanaan

Anttaran Pendapatan dan Belanja (kmbaran Netara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembamn NeSara

Republik lndonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengaa Perafumn Prcsiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peratumn Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan

Perencanaan PenlbanSunan Nasional;

4. Peralumn Presiden Nonror 47 Tahun 2OO9 lentang Penlbentukan dan

OlSanisasi Kenrenterian NeSara;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Penbantunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemban8unan Nasional Nomor

PER. oo4lM.PPN/09/20o7 tentang Pedoman penlrusunan Rencana

Anggaran dan Biaya (RAB) Ketiatan K€menterian Negara NeSara

Pembangunan Nasional/Badan Peltncanaan PembanSunan Nasional,

seba8ainuna telah beberapa kali diubah, temldlir dentan Pelatumn

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/xepala Badan

Perencanaan Perubangunafl Nasional Nomor 2 Tahun 201 1;

6. Peraturan Menteri NeSara Perencan4an PenrbanSunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan PenrbanSunan Nasional Nomor

PER.OO5/M.PPN/lOl2007 tentanS Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara PenlbanSunan Nasional/Badan Perencanaan

PeflrbanSunan;
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b. memberikan rekomendasi, tifldak lanjut kebijakan kepada

Govem Ent Cootdinatirlq Agency (GCA), Tim Kooldinasi Nasional

dan Kelompok Kerja Teknis Nasionali

c. nlefibedkan panduan dan kepemimpinan d.ala ketiatan DrlitotiE
&n evaluasi plaksanaarl proSram;

d. membe kan arahan dan mengesahkan usulafl rekonendasi dari Tim
Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja Teknis Nasional.

Tifl1 Koordinasi Nasional bertrSas:

a, nlenSkoordinasikan perencanaan prtgranl konrpone,l temusuk
dalan penlusunan AwP baik di pusaf nraupun di, d^erah,

b. memlrerikan masukan aspek teknis dalam is.u' cross culting d^n

strategi pada pelaksanaan prcgram (advokasi, Eender, EehaiofiJ
t:blt u ication Change/Bcc, Hunan Rbhts Eased APprcach/HF3.A.,

onitori g dan evali]?,si, peningkatan kapasitas, kelll itraan;

c. nenjamin adanya koordinasi antar ptDgram komponen;

d. memberikan panduan, nlasukan tekds dan memonitor plDses

kegiatan L_unci untuk per8unpulan dala baseline, nidtern rciew
CPAP dan evaluasi akhir CPAP, temusllk untuk setiap program

komponen, dan evaluasi akhir pelaksanaan program siklus kedelapan;

e. melakukan ftriew secata LP-rkala dalam manaiemen proSram,

pelaksanaan dan nekanisnre koordinasi di tinSkat nasional dan

daerah;
f. memberikan rekomendasi tentang prcgram dan manajemen kepada

Tim Pengarah Nasional.

Kelompok Kerja Teknis Nasional benuSas:

a. menyusurl rencana kerja tahunan (AWI) tinSkat pusat masinS-

masing program koruponen dengan nrempefiinlbanStan usulan AWP

provinsi dan kabupaten;

b. mercncanakan, melaksanakan dan menlonitor, s€da memimpin

prcses evaluasi dariseliap outco eda outpuldi tingkat nasional dan

daerah;

c. melakukan tciew darr nlenbedkan nmp n balik/ feedback padA

perkembanSan pelaksanaan pllgram setiap kuaftal untuk setiap

oatco E dan outPut,

d. nlempersiapkan dan memberikan dukungan teknis pada /ewAPCPAP

tahunan (masukan dai Standad Progless RePoi dan AwP

monitoing tools) dali setiap oatco le dan otllpuf,

e. melaks4nakan arahan kebijakan yan8 disampaikan oleh Tim

Pengal?h Nasional;

f. nlemimpin ...
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f. menlimpin dan memberikan dukunSan teknis pada perkenlbangan

pentljmpvlan data bascli e, midlen rcview CPAP dan evaluasi akhir
CPAP serta evaluasi akhir pelaksanaan program siklus kedelapan.

Segala biaya yanS diperlukan dalam ranSka pelaksanaan tuSas Tim

Pentarah Nasional, Tifl Koordinasi Nasional dan K€tonrpok Kerja Teknis

Nasional dibebatrkan pada AnSSaran Pendapatan dan Belanja NeSam

Kementerian PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 20l l.

Keputusan ini berlaku sejak tanS8al ditetapkan dan berlaku surut sejak

7 Feb.uari 2oI 1.

Ditctapkan diJakarta
pada tanggal Mei 2O11

MrNTIRI PTRTNCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONA!/ ---,. I
,ik mpeu neolN pIRENcANAAN PEMBANGUNAN NASIoNAL ts=

t.

tt

ARMIDA S. AI,ISIAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kemda Yth:

l. Menteri Dalam Neteri;
2. Menteri Keuangan;

9. Mehteri Kesehatan;
,1. Menteri Netara Pemberdayaan Percmpuan dan Perlindun8an Anak;

5. Menteri Sosial;

6. Menteri Pendidikan Nasional;

7. Mehteri Hukum dan HAM;

8. Menteri Sekretaris NeSara;

9. Menleri hrar N€3eri;

I O. Menteri Koordirator Bidang Kesejahteraan Rakyat s€laku Ketua Komisi PenanSSulanSan

AIDS Nasional;
I 1. Kepala Badan PuMt statistik;

12. Kepala BKKBN;

t 3. tnspektu! Utama, BaPpenas;

l4.Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

I 5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas:

l6.Yang bersangkutan.

-4-



LAMPIRAN

IGzuTUSAN MENTERI PPN/KEPAI.A AAPPENAS

NOMOR KEP. /M.PPI{/HK./ 05 / 2O1l
TANGGAL MEt zOI I

SUSUNAN (XANGGOTAAN

TIM PENGARAH NASIONAL, TIM KOORDINASI NASIONAI,,

DAN reLOMPOK IGRJA TIKNIS NASIONAL
PROGRAM Kf,EJASAMA PF,T\4ERINTAH INDONESIA DAN UNFPA

UNTUX BANTUAN HIBAH SIKLUS KXDELAPAN TAHLIN ZOl I -2O I5

B.

TIM PENGARAH NASIONAI

A. Keiua : t Depuii BidanS sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

Repegntative UNFTA.

Direktur Kependudukan, Pemberdayaan PerEmpuan, dan

Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direkhu Jenderal Cizi dan K€sehatan lbu dan Anak,
Kementerian Kesehatani

2. Deputi Bidans PerlindunSan Percnlpuan, Kementerian
Pemberdayaan Perenrpuan dan Pealinduntan Anak;

3. Sekretaris Utama, BKKBN;

4. Deputi Bidaflg Statistik Sosial, Badan Puiat Statistik;

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Kenrenlerian Pendidikln Nasional;
6. I(etua Konrnas PerEmpuan;

7. Ketua Komisi PenanSSulantan AIDS Nasional;

8. Ketua Fonrm Parlemen Indonesia untuk
Kependudukan dan PenlbanSunan;

9. Youth Adw:sory Panel (\ AP).

Direktur KeFndudukan, Penlbcldayaan Percmpuan,

dan Perlinduruan Anak, Kenrenlerian PPN/Bappenas;

2. Reptsenta tive UNEPA.

Dircktua Kesehatan dan Gizi Maryarakat, Kementerian

PPN/Bapp€nas.

1. Direkhrr Bina Kesehatan lbu, Kementerian Kesehatan;

2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Keftenterian
Kesehafan;

Ll. Sekretaris

C. Anggola

ti. Sela.etads

C. Anttota

TtM KOORDINASI NASIONAL

A. Ketua '. 1.

3. Kepala ...
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C.

3. Kepala Pusat PenanS8ulangan Krisis Kesehatan,

Kementerian Kesehatan;

4. l(epala Biro Perencanaan, BKKBN;

5. Kepala Pusat Pelatihan dan Keiasama Int€masional

Kependudukah dan Keluarga Berehcana, BKKBN:

6. Kepala Pusat Penelitian dan PeflSembangan

KependLtdLrkan, BKKBN;

7. Direktu statistik KeFndudutGn dan Ketenatakerjaan,

Badan Pusat Statistik;
8. Asisten Deputi PenanSanan Kekerasan terhadap

Perenpuan, Kementerian Pemberdayaan Per€npuan

dan Perlinduntan Anak;
9. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan

Penelitian dan PenSembanSan, Kenlenterian

Pendidikan Nasional;

1o. Sekretaris Jenderal Konlnas Perenlpuzrn;

11. sekretaris Komisi PenanStulangan AIDS;

12. SekrEtaris f,ksekutif Forum Parlemen lndonesia untuk
Kependudukan dan Pembantunan.

KELOMPOK IGRJA TEKMS NASIONAL

I. Kelonlpok Kerja Teknis Kes€hatan dan Hak-Hak Reproduksi

A. Ketua : 1. Dir'ektur Bina Kesehatan lbu, Kementerian Kes€hatan;

2. KePala Biro Percncanaan, BKKBN;

3. Nationat fioSnmnte Ofrcer on RcPfi uctive Health,

UNI?A;
4. Nat'onal Pmgranme Ollicer lor Advocacy,UNfP|'

B. AngSota : 1. Deputi Sek{etaris KPAN Eidang Koordinasi Program;

2. Asisten Deputi Urusan Pendidikan dan Kesehatan

Anak, Deputi Perlit'ldungan Analq Kementerian

Penlberdayaan Percmpuan dan Perlinduntan Anak;

3. Asisten Deputi Hak Pendidikan Anak, Deputi Tumbuh

Kemban8 Anak, Kementerian Penlbetdayaan

Per€mPuan dan Perlinduntan Anak;

4. Petaksana frq3ram Forum Parlemen Indonesia untuk

KePendudukan dan Pemhnguran;
5. Kasubdit Kelu4rga Berencana, Direldorat

Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlinduntan Anak, Kenlenterian PPN/Bappenas;

6. Kasubdit Promosi Kesehatan, Direktorat Kesehatan dan

Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

7. KasuHit PenSendatian AIDS dan Penyakit Menul'r
Seksual, Dirtktorat PenSendalian Penyakit Menular

Lan8sun8, Kementerian Kesehatan;

a K.rsubdii
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II,

8. KasuMil Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan

Renuja, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Kenlenterian

Kesehatan;

9. KasuMit Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas,

DirektoBt Bina Kesehatan lbu, Kem€nterian

Kes€hatan;

10. Kasubdit Bina PerlinduflSan Kesehatan Reprcdlrksi,

f)irckiorat Bina Kesehatan lbu. Kenlenterian

Kesehatan:

11. f.asuHit Bina Kesehatan Matemal dengan PenceSahan

Komplikasi, Direktorat Bina Kesehatan lbu,
Kenrenterian Kesehatan:

12. KasuHit Bifla Kesehatan Ibu Hanil, Direktorat Bina

Kes€hatan lbu, Kementerian Kesehatan;

13. KasuHit Bina Keluarta Bertncana, Direktomt Bina

Kesehatan lbu, Kementerian Kesehatan;

14. f\asubdit Jafiinan Pelayanan dan Penyediaan Samna

KB, Dircktorat Bina Kesehatan KB Jalur Pemerintah,

EKKBN;
'15. KasuMit Pence8ahan PMs dan HIV/AIDS, Dirtllorat

Kes€hatan Reproduksi, BKKBN;

16. Kasubdit PengembanSan Program Bina Ketahanan

Remaja, Direktorat Bina Ketahanan Remaja, BKKBN;

17. Kepala Bidang fttgran dan Keriasama Penelitian dan

PenSembahSan, Pusat Pehelitian dan PenSembangan

KB dan KS, BKKBN;

18. Kepala Bidang Kurikuhm dan t'€rbukuafl Pendidikan

Dasar, Pusat Kurikulunl dan Perbukuan, Kementerian

Pendidikan Nasional
19. Kepala Bidang Kurikulum dan Perbul-uan Pendidikan

Menentah, Pusat Kurikulum dan Perbul:uan,

Kenenterian Pendidikan Nasional.

Kelompok Kerja Teknis Kepeldudukan dan Pembangunan

A. Ketua : L Direktur Statistik Kependudukan dan K€tenagakerjaan'

Badan Pusal Statistik;
2. National hoStan e Officer on PoPulation and

DeoDSraPhY Strate&l, UNFP 4..

B. Ang8ota : I. Asisten Deputi Informasi Gender, Deputi Perlindungan

Perempuan, Kementerian Pemberdayaan PerEnrplran

dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksana ProtMnr Forum Parlemen Indoflesia untuk

Kependudukan dan PembanSunan;

3. KasuHit Kependudukan, Dircllorat Kependudulan,

Penlberdayaan Per€npuan dan Perlindungan Anak,

Kenlenterian PPN/BaPPenas;

4. Kasubdit ...
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4. KasuHit Statistik Denro8rafi, Dirtktorat Statistik

Kependudukan d4n Ketelutake{aan, Badan Puiat

Statistik;
5. KasuMit Statisiik Kesehatan dan Perunuhan,

Direktorat Statistik (esejahleraan Rakyat, Badan Pusat

Statistik;
6. Kasubdit Statistik Mobiliias Penduduk dan Tenata

Kerja, Direktorat Statistik Kependudukan dan

KerenaSakedaan. Bada n Pusal Sktislik;
7. KasuMit Rujukan Statistik, Dirtllorat Diseminasi

Statistik, Badan Pusat Stalistik;

8. Kepala Ba8ian Analisis dan Percncanaan, Direktomt
Penaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN;

9. Kepala BidanS D^t^ dan Analisis Kebijakan

PenanSanan Kekcrasan Terhadap Pertmpuan, Asdep

Penanganan Kekemsan Terhadap Perempuan, Deputi

III BidanS Perlindungan P€rcnrpuan, I(emcnierian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Kepala Bidang Data Gendcr dalan Kesehatan, Asdep

Gender dalanl Kesehatan, Deputi II Bidang PUG

Bidang Politik Sosial Hukunr, Kemenlerian

Pemberdayaan Perempuan dan PerlirldunSan Aflak;

ll. Kepala Bidaqg Evaluasi dan Analisis

Kebijakan Gender dalam Kes€hatan, Asdep Gender

dalan Kesehatan, Deputi II Bidang PUG Bidang Politik

Sosial Hukum, Kenlenterian Pemberdayaafl Perrnlpuan

dan Perlindungan Anak;
12. Kepala Bidan8 Data dan Analisis Xebijakan

Penanganan Masalah Sosial Per€mpun, Asdep

Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Deputi III
Bidant Perlinduntan PerEmpuan, Kenrentenan

Pemb€rdayaan Percnlpuan dan P€rlindungan Anak.

A. Ketua

B. Ang8ota

1. Asisten Deputi PenanSanan KekeraMn terhadap

Perempu4n, Kementerian Pemberdayaan Penempuan

dan Perlindu(8an Anak;
2. Natio al PngM L e Ollicuon Gender,UNfPA.

l. Asisten Deputi Penanganan Masalah sosial

Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Per€nlpuan

dan Perlindungan;

2. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan

Sosial, Kementerian sosial;

3. Kepala tusat Pendidikan dan Pelatihan, Kejabaan

AgunS;

4. Kep la ...

II. Kelompok Kelja Teknis Kesetaraan Gender
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4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kes€jahteraan

Sosial, Kenlenterian Sosial;

5. Kepala Badan Penelitian dan Pen8enbangan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Keadilan,
Mahkamah Atunt RI;

6. Kepala Lenrbata Pelldidikan, IOLRI;
7. Kepala Bareskrim, POLRI;

8. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakada,
Kenlenterian Kesehatan;

9. Pelaksana Program Ionrnr Parlemen lndonesia untuk
Kependudukan dan P€mbantunan;

lo.ksuMit lenlbeldayaan Perenrpuan, Direl.tomt
Kepe dudukan, Pembcrdayaan Perempuan, dan
Perlindun8an Anak, Kcmenterian fPN/Bappenas;

1'1. Kepala BidanS D^ta d^n Analisis Kebijakan
Penanganan Masalah Sosial Perempuan, Asdep

Pelanganan Masalah Sosial Per€mpuan, Depuli lll
Bidang Perlindungan Percmpuan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun8an Anak;

I2. Kepala BidanS Advokasi dan [asilitasi Penantanan

Masalah sosial Percmpuan, Asdep PenanSanan

Masalah Sosial Perempuan, Deputi Ill Bidang
PerlindunSan Percmpuan, Kenenterian Pemberdayaan

Percmpuan dan Perlinduntan Anak;
13. Kepala Bagian Kerjasama Biro Perencaflaan, Biro

Pcrencanaan, Kemenlerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anaki
'14. Kepala Bidant Data d^n Analisis Kebijakan

Penantanan Kekerasan Terhadap Perempuan, Asdep

PenanSanan Kekerasan Terhadap Percmpuan, Deputi

Itl Bidang Perlindungan Percftpu:ln, Xementerian
Penlberdayaan Perenrpuan dan Perlindungan Anak;

15. Kepala BidanS Advokasi dan tasilitasi Penanganan

Kekemsan Terhadap Per€mpuan, Asdep PenanSanan

Kekerasan 'Ierhadap Perempuan, Deputi III Bidang

PerlilldunSan Perempuan, Kenenterian Pemb€rdayaan

Percnpuan dan Perlindun3an Anak;
16. Kepala Bagian Bimbin8an Tena8a Penyidik, Lembaga

Pendidikafl dan PelBtihan, PoLRI;
17. Kasubat Polwan, Mabes POLRI;

18. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah

Saklt Umunl Privat, Ditektorat Bina Upaya Kesehatall

Rujutan, Kenenterian Kesehatan;

19. Kasubdit
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19. f€suHit PenSendalian Gan&,uan Akihat Kecelakaan

dan Tindak Kekerasan, Dircktorat Pentendalian

Penyakii Tidak Menular, Kementedall Kesehatan;

20. Ketua linr Pen88€rak Pusat Pembinaan

Keseiahterar?an Kelual8a (PKK).

,8"

MENTERI PERENCANAAN PEIIBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL, .Jll--

-flt
L

ARMTDA S. AUSJAHBANA


